TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS  TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR  (studi kasus tahun 2014-2016) by PASOMBA, RESTY GLORIA
 
 
SKRIPSI 
 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS  TINDAK PIDANA PENCURIAN 
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR 
(studi kasus tahun 2014-2016) 
 
 
 
 
OLEH : 
RESTY GLORIA PASOMBA 
B111 12 354 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVESITAS HASANUDDIN 
2016
i 
 
HALAMAN JUDUL 
TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN 
KENDARAAN BERMOTOR DIKOTA MAKASSAR  
( studi kasus tahun 2014 – 2016 ) 
 
Oleh : 
RESTY GLORIA PASOMBA 
B 111 12 354 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana 
Program Studi Ilmu Hukum 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
2016 
ii 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
RESTY GLORIA PASOMBA (B11112354), Tinjauan Kriminologis Atas 
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar (studi 
kasus 2014-2016). Dibawah bimbingan M. Said Karim sebagai 
pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk megetahui faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar dan upaya 
yang dilakukan oleh penegak hukum atas terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar. Penelitian ini dilakukan 
di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar untuk memperoleh data primer 
melalui teknik wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 
metode penelitian kepustakaan. 
 Hal yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut,  faktor 
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor adalah faktor gaya hidup kebutuhan ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup, faktor lingkungan faktor ekonomi, faktor pendidikan, 
faktor lemahnya penegakan hukum, faktor adanya kesemptan upaya-
upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk mengurangi dan 
menanggulanginya dengan upaya pre-emtif dengan mencegah terjadinya 
kejahatan, upaya preventif yaitu utuk mencegah terjadinya kejahata, dan  
upaya represif upaya yang dilakukan petugas setelah terjadinya 
kejahatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRACT 
RESTY GLORIA PASOMBA (B111 12 354) Overview criminological Top 
Motor Vehicle Theft Crime In Makassar (2014-2016 case study). Under the 
guidance of M. Said Karim as a supervisor I and II Wiwie Heryani as 
mentors 
This study to know the causes of the crime of theft of motor vehicles in the 
city of Makassar and efforts made by law enforcement on the criminal 
offense of motor vehicle theft in the city of Makassar. This research was 
conducted at the Police Resort Large City Makassar to obtain primary data 
through interview techniques. In addition, this study also uses library 
research methods. 
It is obtained from this study are as follows, factors that led to the crime of 
theft of motor vehicles is a factor of lifestyle needs of the economy to meet 
the needs of life, environmental factors economic factors, factors, factors 
of weak law enforcement, a factor of kesemptan efforts carried from the 
police to reduce and cope with pre-emptive effort to prevent the 
occurrence of crime, preventive measures are weeks to prevent crime, 
and efforts repressive efforts of officers in the aftermath of the crime. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara berkembang, yang sedang 
melaksanakan pembangunan disegala bidang dan dengan perkembangan 
teknologi yang kian canggih. Sejalan dengan itu kehidupan masyarakat 
juga terus berkembang, dan tidak bisa dipungkiri kejahatan juga ikut 
berkembang 
Karena semakin berkembanganya kehidupan masyarakat, maka 
taraf hidup pun ikut naik. Tetapi tidak dengan tingkat kesejahteraan 
masing-masing orang, hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya 
tindak kriminal di masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan 
yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah 
hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhannya kecenderungan 
mereka menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
walaupun itu melanggar norma hukum. 
Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan kejahatan dalam sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku 
yang melanggar hukum pidana. Seperti pada asas legalitas yaitu tiada 
satu perbuatan yang dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
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ketentuan perundang-undangan pidana yang telah  ada sebelumnya. 
Pemberitaan tentang kejahatan senantiasa meningakat seiring dengan 
meluasnya media massa menyajikan kasus-kasus kriminal yang menarik 
perhatian. Kejahatan menimbulkan banyaknya reaksi sosial yang 
beragam, bahkan tidak jarang sampai kepada respon rasa takut atas 
ancaman kejahatan yang berlebihan atau semacam kepanikan moral. 
Kejahatan tidak dapat dipungkiri, merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan manusia, dan telah menjadi bagian dari 
masyarakat sosial Sebagian masyarakat berharap akan peranan penegak 
hukum untuk mengambil langkah tegas atas kejahatan yang terjadi 
dimasyarakat. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
yaitu yang pertama faktor biologis yang dimana seseorang yang 
melakukan kejahatan memiliki kelainan pada otak, maupun gennya, dan 
juga pada orang tua kandung yang juga melakukan tindak kriminal akan 
berpengaruh dan menurun kepada anaknya, akan melakukan tindak 
kriminal walaupun anaknya telah diadopsi oleh orang lain. 
Faktor Psikologis juga mempengaruhi terjadinya kejahatan, adanya 
rasa bersalah yang timbul setelah melakukan suatu hal, kekacauan 
mental, juga kurangnya kasih sayang, dan juga perilaku orang lain 
terhadap dirinya yang membuatnya merasa diperlakukan tidak adil. 
Selanjutnya Faktor Sosiologis juga salah satu faktor yang 
menyebabkan seseorang melakukan kejahatan karena ketiadaan norma 
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ataupun konflik antar norma adat tradisional, dan norma-norma baru yang 
tumbuh dalam proes pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota 
besar. Penyimpangan budaya yang terjadi pada kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku didaerah kumuh, tingkat pendidikan yang juga 
mempengaruhi kejahatan yang terjadi pada pelaku kejahatan usia muda. 
Dan Teori Kontrol sosial yang mempengaruhi kejahatan berdasarkan 
struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan 
Hukum Pidana merupakan bagian hukum yang dibuat untuk 
melindungi seseorang dan/atau masyarakat dari tindak kejahatan dan 
pelanggaran yang dapat merugikan haknya. Pidana merupakan suatu 
penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan atau 
tindak pidana. Kejahatan tentunya dilakukan dengan melanggar sebuah 
peraturan perundang-undangan. Akibat dari perbuatannya itu orang yang 
melakukannya harus mendapat sebuah sanksi tegas dari Negara.Sanksi 
tersebut telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP),  yaitu berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati. 
Dari semua berita yang keluar dari media bahkan yang terjadi 
disekitar kita menunjukan bahwa seringnya teradi kejahatan, dan yang 
paling mendominasi adalah pencurian. Yang melatar belakangi hal 
tersebut salah satunya adalah kebutuhan hidup yang tidak tercukupi dan 
lingkungan tempat tinggal yang mempengaruhi pergaulan dan perbuatan 
seseorang hingga akhilnya melakukan kejahtan pencurian 
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Tindak pidana pencurian adalah hal yang sangat menggangu 
kenyamanan masyarakat, entah itu pencurian biasa, pencurian kerah 
putih, maupun pencurian yang dilakukan oleh anak-anak. 
Kemiskinan juga  salah satu faktor tidak terpenuhinya kebutuhan 
hidup yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana 
pencurian. Kenyataan yang sering terjadi dapat dibuktikan dengan rasio 
pencurian yang makin marak terjadi ditengah kondisi objektif pelaku dalam 
melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada aspek 
ekonomi, sosial, ubanisasi dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. 
Hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, 
atau penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun apabila pencurian tesebut 
didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman 
mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan 
oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya 
seseorang sepertinya tidak membuat seseorang takut melakukan tindak 
pidana pencurian, hal tersebut mungkin saja jika pencuri tidak mengetahui 
pidana yang akan menimpanya sebagai akibat dari tindak pencurian yang 
dilakukannya. 
Pencurian yang dilakukan di era sekarang ini tidak hanya terjadi 
pada malam hari, namun sudah terjadi pada siang hari dan di tempat yang 
ramai. Pencurian yang dilakukan pun dilakukan dengan sasaran yang 
makin besar, pencurian tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari 
melainkan justru dilakukan di siang hari ditempat keramaian maupun di 
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tempat umum, dan dengan hasil pencurian yang besar. Modus yang 
dilakukan bukan lagi dengan cara diam-diam kemudian mengambil barang 
seseorang, melainkan juga dengan melakukan tindak kekerasan, hipnotis 
dan juga dengan menggunakan senjata tajam untuk mengancam 
korbannya pun dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bagaimana 
seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan. Modus pencurian 
pun makin berkembang, berbagai cara dilakukan seseuai dengan 
perkembangan teknologi. 
Tindak Pidana pencurian adalah hal yang meresahkan di 
masyarakat. Pencurian dari barang yang bernilai rendah sampai kepada 
barang yang bernilai tinggi. Salah satunya adalah pencurian kendaraan 
bermotor adalah objek pencurian yang  sering terjadi di kota Makassar, 
pencurian kendaraan bermotor ini tidak hanya terfokus pada pecurian 
kendaraan roda dua melainkan juga pada kendaraan roda empat, 
Perlu diadakan pengkajian yang mendalami faktor-faktor penyebab 
seseorang melakukan kejahatan, dan bagaimana upaya penggulangan 
kejahatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-
2 title XXII dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP bentuk pokok delik 
pencurian diatur dalam Pasal 362, pencurian kendaraan bermotor 
khususnya kendaraan roda dua merupakan kejahatan terhadap harta 
benda yang paling banyak merugian. Selain itu, upaya pencegahan dari 
pihak kepolisian dan masyarakat juga perlu dikaji lebih mendalam demi 
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mencegah baik secara pre-emtif, preventif, dan respresif terjadinya tindak 
pidana pencurian. 
 
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian 
yang berjudul : 
Tinjauan Kriminologis Atas Tindak Pidana Pencurian 
Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (studi kasus 2014-2016) 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu: 
1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian 
kendaraan bermotor di kota Makassar ? 
2. Upaya apa yang dilakukan penegak hukum atas terjadinya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota makassar ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Tujuan dari penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan penegak hukum atas 
terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota 
Makassar. 
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Manfaat Penulisan,  yaitu : 
Berdasarkan tujuan penulisan diatas maka proposal ini diharapkan 
dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan 
masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan 
diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya 
maupun dalam upaya penanganan tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor di kota Makassar. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Kriminologis 
Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang 
berkembang di tahun 1850. Nama Kriminologi yang di temukan oleh P. 
Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis,  secara harafiah 
berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan 
“logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat.1 
Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal 
dari penyelidikan C. Lamborso (1879). Bahkan Lamborso menurut Pompe 
dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum 
pidana. Namun ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa 
penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lamborso 
melainkan dari Adhole Quetelet, seorang belgia yang memiliki keahlian di 
bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminil” yang kini 
dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua Negara dalam 
memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.2 
                                                          
1Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 9 
2Romli Atasasmita, 2010, Teori dan kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 9 
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Beberapa sarjana memberikan pendapat yang berbeda mengenai 
kriminologi, 
Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial 
(The Body Knowledge regarding crime as a social phenomenon). Menurut 
Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, 
pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi 
olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 
1. Sosiologi Hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa 
suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini 
menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki 
faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum 
(khususnya hukum pidana) 
2. Etilogi Kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab dari 
kejahatan. Dalam kriminologi, etikologi kejahatan merupakan 
kajian yang paling utama 
3. Penology 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. 
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Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang 
diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil 
atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya suatu kejahatan bukan 
semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi 
adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat. Karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan 
definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai salah manusia.3 
Selanjutnya Moeljanto berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk 
mengerti apa sebab-sebab sehingga orang berbuat jahat. Apakah 
memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan 
masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun 
ekonomis. Ataukah ada sebab-sebab lain. Jika sebab-sebab itu diketahui, 
maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang 
tepat, agar orang lain tidak lagi berbuat demikian, atau orang lain tidak 
akan melakukannya.  
Terutama di negeri Anglosaks, kriminologi biasanya dibagi menjadi 
tiga bagian ;4 
                                                          
3Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cit, hlm 11 
4Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta hlm 14 
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1. Criminal Biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri 
akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani 
maupun rohaninya 
2. Criminal Sosiology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam 
milieunya) 
3. Criminal Policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya 
harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian 
 
Dan beberapa ahlipun mengemukakan pendapatnya  mengenai 
pengertian kriminologi,5 
Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan 
conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga 
penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat 
Michael dan Adler berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi 
keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan  mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para angota masyarakat. 
Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan 
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya 
reaksi dari masyarakat  terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. 
                                                          
5Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, op.cid, hlm 12 
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Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang 
perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang–orang yang 
terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu 
Wolfgang, Savits dan Johnston dalam The Sociology of Crime and 
Delinequency memberikan definisi kriminologi: 
 
“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan 
untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara 
ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-
pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, 
pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.” 
 
Ruang Lingkup Kriminologi, menurut Van Bemmen, kriminologi 
adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan yang asusila 
Ruang Lingkup yang dimaksud adalah : 
a. Kejahatan 
b. Pelaku Kejahatan 
c. Reaksi masyarakat tentang kejahatan dan pelaku kejahatan 
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Ketiganya tidak dapat dipisahkan.Suatu perbuatan baru dapat 
dikatakan kejahatan apabila perbuatan tersebut mendapatkan 
reaksi dari masyarakat.6 
Sedangkan menurut A.S Alamruang lingkup pembahasan 
kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu7 : 
1. Proses proses pembutan hukum pidana dan hukum acara 
pidana. Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana (making 
laws), meliputi: 
a. Definisi Kejahatan 
b. Unsur-unsur Kejahatan 
c. Relativitas pengetian kejahatan 
d. Penggolongan Kejahatan 
e. Statistic Kejahatan 
2. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), meliputi: 
a. Alian-aliran kriminologi 
b. Teori-teori Kriminologi 
c. Berbagai Prespektif Kriminologi 
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reachting toward the 
breaking laws), meliputi : 
a. Teori Penghukuman 
                                                          
6Romli Atasasmita, 2010, Teori dan kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm  
7A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar kriminoloi, Pustaka Refleksi, Makassar hlm 1 
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b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emitif, preventif, represif dan rehabilitatif 
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar 
hukum berupa tindakan respresif tetapi juga reaksi terhadap calon 
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan. 
Perkembangan kriminologi ditandai oleh perubahan-perubahan 
ancangan (pespektif), pendekatan dan teori yang berciri multi-
paradigmatik yakni tidak didominasi oleh wawasan atau paradigma 
tunggal. Proses pertumbuhan teori dalam kriminologi juga tidak hanya 
berhubungan erat dengan dengan dinamika integral ilmu ini semata-mata, 
tetapi terikat erat pada konteks sosial sebagai kondisi objektif, yang 
mempengaruhi pemahaman atas realitas sosial kejahatan.8 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan, yaitu norma-norma yang termuat di 
dalam peraturan pidana. Yang kedua mempelajari tentang pelakunya, 
yaitu orang yang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga adalah reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang 
dipandang sebagai sebagai hal yang merugikan atau membahayakan 
masyarakat luas. 
                                                          
8Mulyana W.Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 13 
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B. Pengertian Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah hal yang sangat peka dalam kehidupan 
masyarakat, dan dapat dikatakan kejahatan sudah menjadi bagian dari 
masyarakat sosial.9 
Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan 
hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.Kejahatan terjadi 
ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak 
langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman.10 
Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku 
yang bertentangan dengan nilai- nilai dan norma-norma yang berlaku 
yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kitab Undang-
undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan 
manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan 
Tentang devinsi kejahatan dari kejahatan itu sendiritidak terdapat 
kesatuan pendapat para sarjana. R.Soesilo membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis11. 
Ditinjau dari segi Yuridis, penertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau 
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
                                                          
9 http://ado-efrando.blogspot.com/2012/07/kejahatan-dalam-masyarakat.html 
10 https://mohkusnarto.wordpress.com/kejahatan/ 
11 Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Mayarakat dan Upaya Penanggulanggannya, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 1 
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masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban. 
Selanjutnya adapaun beberapa difinisi kejahatan menurut beberapa 
pakar:12 
1. J.M Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan 
anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam 
masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, 
dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus 
menjatuhkan hukuman kepada penjahat 
2. M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan 
melanggar hukum yang dapat dijatuhi hukuman penjara, 
hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya 
3. W.A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan 
yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan 
sadar dari Negara berupa pemberianpenderitaan 
4. Paul Moedikdo Moeliono mengatakan kejahatan adalah 
perbuatan pelangaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut 
ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, 
menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (Negara 
bertindak) 
                                                          
12 Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung, Tarsito hlm 
17 
 
5. J.E Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
“Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan 
mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian 
dan penamaan yang relative, mengandung variabilitas dan 
dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku 
(baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas 
atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, 
suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau 
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan 
ruang dan waktu 
Adapula perspektif moral. Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan 
hanya jika memiliki dua faktor yaitu: 1) Mens Rea (adanya niatan dari 
pelaku), dan 2) Actus Reus (perilaku terpaksa tanpa paksaan dari orang 
lain). Jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan 
niatnya terjadi diluar kesadaran, maka faktor mens rea-nya dianggap tidak 
utuh, atau tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan 
gangguan mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas 
perilakunya.13 
Para Kriminolog menganggap pendefinisian kejahatan tidak hanya 
dalam pengertian hukum saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai setiap 
tindakan yang dapat dipidana oleh Negara, terlepas apakah pidana 
kejahatan administrasi atau umum. Mereka membedakan antara 
                                                          
13http://nugrohomenaburasa.blogspot.com/2015/05/mengapa-orang-melakukan-kejahatan.html 
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kejahatan hukum adat/kejahatan konvensional (common law crime), 
Kejahatan kerah putih (White collar crime) dan kejahatan Remaja 
(adolescent crime). 
Common Law Crime adalah kejahatan yang dianggap oleh semua 
orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, pemerkosaan, 
perampokan, dan penyerangan, Sedangakan White collar crime adalah 
kejahatan umum oleh orang-orang dari kalangan bisnis, pekerja, politikus, 
dan lain-lain dalam hubungan dengan okopasi (pekerjaan) mereka. Pelaku 
kejahatan yang berusia di bawah 18 tahun biasanya dianggap sebagai 
seorang juvenile14 
Menurut asalnya, tidak ada pembatasan secara resmi dan juga 
tidak ada campur tangan dari  penguasa terhadap kejahatan, melainkan 
semata-mata dipandang sebgai persoalan pribadi atau persoalan 
keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang 
lain, akan mencari balasan tehadap pelaku atau keluarganya. Konsep 
peradilan ini dapat ditemui dalam perundang-undangan lama, seperti 
Code Hammurabi (1900). Perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), 
dan pada masyarakat Romawi Kuno, seperti contohnya “mencuri sapi 
bayar sapi”. Konsep perjanjian seperti itu juga terdapat dalam Kitab 
Perjanjian Lama “eye for eye”15 
                                                          
14https://mohkusnarto.wordpress.com/kejahatan/ 
15 Stephan Huewiz, disadur oleh, Ny. Muljatno, Kriminoloi, Jakarta : Bina Aksara, 1986, hlm 32 
19 
 
Pada abad ke 18 para penulis yang kemudian disebut sebagai 
Mazhab Klasik, sebagai reaksi atau ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan serta kesewenang-wenangan pengusaha pada waktu itu 
ancient regime. Mazhab Klasik ini mengartikan kejahatan sebagai 
perbuatan yang melanggar Undang-undang. Ajaran yang terpenting 
adalah doktrin “nullum dellictum sine lege” yang artinya yaitu tidak ada 
kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan itu 
sebagai perbuatan yang dilarang. Takut mengahadapi timbulnya 
ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa 
(hakim), maka mazhab ini berpendapat hakim hanyalah sebagai 
mulut/corong undang-undang saja16. Lama-kelamaan timbul 
ketidakpuasan tehadap ajaran mazhab ini dan pada akhir abad ke 18 
muncul pandangan baru yang lebih menitikberatkan pada pelakunya 
dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini muncul diantara parapenstudi 
kejahatan di italia yang kemudian disebut sebagai Mazhab Positif. Mazhab 
ini dipelopori oleh C.Lamborso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. 
Aliran ini berusaha mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan 
mengajukan kejahatan yang non-hukum, serta mengartikan kejahatan 
sebagi perbuatan yang melanggar hukum (natural law)17 
Dalam perkembangan selanjutnya , konsep kejahatan yang non 
hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di Amerika, 
terutama sampai pertengahan abad 20. Beberapa kritik yang diajukan 
                                                          
16 Ibid, hlm 37 
17 Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung, Tarsito hlm 
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terhadap mazhab tersebut antara lain oleh Ray Jeffery yang menyatakan 
bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka 
hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan 
pasti, mengetahui kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku  yang 
dikatakan dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan 
perundang-undangan berinteraksi dengan sistem norma yang lain. 
George C. Vold mengatakan dalam mempelajari kejahatan tedapat 
persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan 
manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan, masyarakat tentang 
apa yang baik dan apa yang buruk, tentang apa yang diperbolehkan dan 
apa yang dilarang, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, 
kebiasaan (costume) dan adat istiadat. 
E.Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan 
saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan 
beliau menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, 
sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang menggerakan 
masyarakat tersebut padamulanya seringkali di sebut kejahatan, misalnya 
dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo-
galilea atas buah pikirannya. 
Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, 
melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi 
kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, 
disana harus ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumannya 
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dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan 
norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Bagaimanapun juga 
kejahatan dalam arti hukum adalah yaitu perbuatan manusia yang dapat 
dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata 
merupakan batasan undang-undang, artinya ada perbuatan tertentu yang 
oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang 
tidak menyatakan sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai hukum 
pidana) begitu pula sebaliknya 18 
2. Jenis-jenis kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa pengolongan 
sebagai berikut :19 
1. Pengolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. 
Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger : 
a. Kejahatan ekonomi (economic criemes) misalnya 
penyelundupan 
b. Kejahatan Seksual (sexual crime), misalnya perbuatan 
zina Pasal 284 KUHP 
c. Kejahatan politik (politic crime), misalnya pemberontakan 
Partai komunis Indonesia, DII/TII dan lain sebagainya 
d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya 
penganiayaan yang motif dendam 
                                                          
18 Ibid , hlm 25 
19 A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, 
hlm 5 
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2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat 
ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, 
yaitu : 
a. Kejahatan, yakni semua Pasal-Pasal yang tersebut di 
dalam buku KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan 
lain-lain 
b. Pelanggaran, yakni semua Pasal-Pasal yang di sebut 
dalam buku III KUHP, misalnya saksi didepan 
persidangan memakai jimat pada waktu  ia harus 
memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum 
dengan hukuman kurung selama-lamanya sepuluh hari 
hari dan denda tujuh ratus lima puluh rupiah 
c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, 
sebagai berikut : 
(a) Kejahatan terhadap orang (crimes against person) 
misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain 
(b) Kejahatan terhadap harta benda (crimes against 
property) misalnya pencurian, perampokan dan lain-
lain 
(c) Kejatan terhadap kesusilaan umum (crime against 
piblicdecency) misalnya perbuatan cabul 
3. Penggolongan Kejahatan untuk membentuk teori. 
Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas 
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kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab 
kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik 
dan organisasinya dan timbul kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut sebagaimana 
di tulis oleh A.S Alam sebagai berikut:20 
a. Profesional crimes, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan 
sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai 
keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan 
uang 
b. Organized criems, yaitu suatu kejahatan yang 
terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkotika 
dan obat-obatan terlarang. 
c. Occasional criems, yaitu suatu kejahatan karena adanya 
suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara 
bersama 
4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai 
sosiologi yang dikemukakan oleh sebagai beikut : 
a. Violent personal criems, yaitu kejahatan kekerasan 
terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), 
pemerkosaan (rape), dan penganiayaan (assault) 
                                                          
20 Ibid, hlm 7 
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b. Occasio property criems, yaitu kejahatan harta benda 
karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan 
bermotor, pencurian di toko-toko besar. 
c. Occupational criems, yaitu kejahatan karena kedudukan 
atau jabatan, misalnya korupsi 
d. Politic crime, yaitu kejahatan politik, misalnya 
pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain-lain 
e. Public order crime, yaitu kejahatan terhadap ketertiban 
umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa 
korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri 
f. Convensional crime, yaitu kejahatan konvensional, 
misalnya perampokan (robbery) pencurian kecil-kecilan 
(larceny) dan lain lain 
g. Organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisir, 
misalkan perdagangan wanita untuk pelacuran, 
perdangangan obat bius 
h. Provesional crime, yaitu kejahatan yang dilakukan 
sebagai provesinya, misalkan pemalsuan uang, pencopet 
dan lain-lain 
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C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak pidana Pencurian 
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti curi 
sebagai berikut : 
Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan 
jalan sah, “misalnya ia di tuduh mencuri uang” 
Tindak pidana pencurian pertama diatur dalam bab XXII 
Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, 
yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 
362 KUHP: 
“Barang siapa mengambil suatu benda yang sebagian atau 
seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, karena 
bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-
lamanya lima tahun atau dengan denda setinggi-tingginya sembilan 
ratus rupiah 
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang 
diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur 
objektif sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif adalah dengan maksud menguasai benda   
tersebut secara melawan hukum. 
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b. Unsur Objektif adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa (hij) 
2. Mengambil (wegnemen) 
3. Sesuatu benda (eeniggoed) 
4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 
(dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort) 
Agar seseorang dinyatakakan terbukti telah melakukan 
tindak pidana pencurian, orang tersebut haus terbukti telah 
memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat 
pada Pasal Tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 
KUHP. 
Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan 
dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, 
tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana 
pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena 
undang-undang pidana kita yang berlaku tidak menganal lembaga 
tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau 
culpoos diefstaf. 21 
Seperti yang diketahui, unsur objektif pertama dari tindak 
pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itua ialah: hij, yang 
                                                          
21 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar 
Grafika, Jakarta hlm 2 
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lazim di terjemahkan orang ke dalam bahasa Indonesia dengan 
kata barang siapa. 
Kata hij tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia 
memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana 
pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan 
ratus rupiah.22 
Karena yang dapat terlibat dalam suatu tindak pidana 
mungkin ada beberapa orang, dan sesuai dengan peranan masing-
masing di dalam tindak pidana tersebut, dalam Pasal 55 dan Pasal 
56 KUHP undang-undang telah memberikan suatu sebutan tertentu 
bagi mereka, yakni:23 
a. Pleger bagi mereka die het feit pleegt atau bagi mereka yang 
melakukan tindak pidana 
b. Doen pleger, bagi mereka die het feit door een ander doet 
plegen atau bagi mereka yang menyuruh orang lain untuk 
melakukan tindak pidana 
c. Mededader, bagi mereka die het feit mede pleegt atau bagi 
mereka yang turut melakukan tindak pidana 
                                                          
22 Ibid, hlm 8 
23 Ibid, hlm 10 
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d. Uitloker, bagi mereka die het feit opzettelijk uitlokt atau bagi 
mereka yang dengan sengaja telah mengerakkan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana 
e. Medeplithtige, bagi mereka  die opzettelijk behulpzaam is bij of 
lot het plegen van het misdriff atau bagi mereka yang dengan 
sengaja telah memberikan bantuannya pada waktu suatu 
kejahatan dilakukan oleh orang lain atau agar orang lain dapat 
melakukan suatu kejahatan. 
Kiranya sudah cukup jelas bahwa yang dimaksud dengan 
kata hij atau barangsiapa di dalam rumusan tindak pidana yang 
diatur dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah 
pelaku atau dader. 
Ada yang berpendapat bahwa yang dapat di sebut dader, 
ialah mereka yang melakukan sendiri atau tindak pidana24 
Unsur objektif kedua dari tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wegnemen  atau mengambil 
Menurut van Bemmelen dan Van Hattum, unsur mengambil 
ini merupakan het voornaamste elemen atau merupakan unsur 
terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana 
pencurian25 
                                                          
24 Simons, Leerboek I, hlm 377; van Bemmelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek I, hlm 379 
25 Van Bemmelen dan van Hattum, Hand-end Leerbook I, hlm 273 
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Ditinjau dari segi pelangarannya terhadap yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian juga pernah disebut 
sebagai suatu delictum commissionis26 
Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut 
sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia 
kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan 
karena ketahuan oleh orang lain27 
Menurut Simons, untuk adanya perbuatan mengambil itu 
tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan 
dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya 
memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat 
benda tersebut berada dalam penguasannya28 
Unsur ketiga dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam 
Pasal 362 KUHP itu ialah eenig goed atau suatu benda. 
Berdasarkan kenyataan tepat kiranya yang dikatakan oleh 
Simons, bahwa: 
“segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta 
kekayaan (seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, 
dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.” 
                                                          
26 Simons, Inleiding, hlm 181 
27 Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cetakan pertama, hlm 149 
28 Simons, Leerboek II, hlm 97 
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Dari kata-kata segala sesuuatu yang merupakan bagian dari 
harta kekayaan diatas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat 
menjadi objek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda 
yang ada pemiliknya saja29 
Unsur objek keempat dari tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah dat geheel of gedeeltelijk aan 
een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya 
kepunyaaan orang lain 
Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut 
Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui 
secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa 
benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku30 
Tindak pidana pencurian itu dipandang sebagai telah selesai 
dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelaku tersebut selesai 
melakukan  perbuatannya mengambil seperti yang dilarang didalam 
Pasal 362 KUHP, dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud 
untuk menguasai secara melawan hukum benda yang diambilnya 
itu tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki.31 
Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan 
seseorang itu dapat berada pada orang lain karena benda tersebut 
                                                          
29 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar 
Grafika, Jakarta hlm 22 
30 Simons,op.cid hlm 98 
31 P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, op.cid 
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telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya 
secara melawan hukum. 
Menurut hemat penulis, perbuatan mengambil sebuah benda 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara 
melawan hukum itu bukanlah merupakan suatu hak melainkan 
merupakan suatu pelangaran hukum.32 
Undang-undang mensyaratkan bahwa pebuatan zich 
toeeigenen atau menguasai benda seperti dimiliki oleh pemiliknya, 
sifatnya harus wederrechttelijk atau melawan hukum 
Itu berarti karena seorang pencuri bukan merupakan pemilik 
dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya 
ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu 
yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah olah ia adalah 
pemiliknya, misalnya menjual, meminjamkan, merusak, 
memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai 
benda tersebut bagi dirinya sendiri33 
Kata-kata memiliki secara melawan hukum itu sendiri 
mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang di sebut 
zich toeeiggenen, karena termasuk dalam pengertiannya antara 
lain ialah cara untuk dapat memiliki suatu benda. 
                                                          
32 Ibid, hlm 26 
33 Ibid 29 
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Seperti yang tentunya telah diketahui untuk beralihnya hak 
milik atas suatu benda itu, undang-undang mensyaratkan adanya 
suatu penyerahan dari benda tersebut. 
Memiliki barang orang lain secara melawan hukum itu juga 
dapat terjadi jika penyerahan seperti yang dimaksud itu telah terjadi 
karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, 
misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat 
kuasa, dan sebagainya34 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 
KUHP merumuskan beberapa jenis tindak pidana pencurian, 
antara lain:35 
1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP). Pencurian biasa ini 
terdapat dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 
362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang, 
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan 
hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana sebanyak-
banyak lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyak 
Sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian Pasal 362 KUHP 
maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut: 
                                                          
34 Ibid 33 
35 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adikarya Bakti, Bandung, 
hlm.56 
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a. Tindak pidana yang dilakukan adalah mengambil. 
Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk 
penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit 
terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, 
memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain 
tempat. Maka orang itu belum di katakana mencuri akan 
tetapi ia baru mencoba mencuri 
b. Yang diambil adalah barang. Yang dimaksud dengan 
barang pada definisi ini pada dasarnya adalah setiap 
benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. 
Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai 
ekonomisnya, sukar dapat di terima akal bahwa 
seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil 
sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan 
diambil itu tiada nilai ekonomisnya 
c. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik 
orang lain. Barang yang di curi itu sebagian atau 
seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang 
memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan 
maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian dari 
barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga 
dengan Pasal ini 
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d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk 
memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan 
hak). Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan 
apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang 
pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, 
diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-
mata tergantung pada kemauannya. 
2. Pencurian dengan pemberatan. Dinamakan juga dengan 
pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih 
berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai 
dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : 
(1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 
tahun”.  
3. Pencurian  ringan. Pencurian ini adalah pencurian dalam 
bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari 
dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada 
pencurian ini adalah walaupun hargayang dicuri tidak lebih 
dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya 
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang 
tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut 
dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam 
Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “perbuatan 
yang diterangkan dalam Pasal 363 asal saja tidak dilakukan 
35 
 
dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup 
yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu 
tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana 
karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-
lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus 
rupiah”. Sesuai dengan jenis perinciannya, maka pada 
pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding 
jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian 
ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 
tida bulan dengan denda Sembilan ribu rupiah 
4. Pencurian dengan Kekerasan. Sesuai dengan Pasal 365 
KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut: 
(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 
sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, 
disertai atau diikiuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada orang, dengan maksud untuk 
menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika 
tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya 
sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan 
itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri 
tetap tinggaldi tempatnya 
(2) Dipenjara pidana selama-lamanya dua belas tahun 
dijatuhkan ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu 
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malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup 
yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 : jika 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua 
orangatau lebih. Ke-3 : jika yang bersalah masuk ke 
tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Ke-4 : jika 
perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. 
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun 
jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. 
(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 
sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan 
jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan 
perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang 
atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang 
diterangkan dalam No.1 dan No.3 
D. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Pengertian kendaraan bermotor Indonesia menurut Pasal 1 ayat 8 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: 
“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan 
diatas rel” 
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Pebgertian kendaraan bermotor diatas, jelaslah bahwa yang 
dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan atau 
berjalan, kendaraan ini biadanya dipergunakan untuk pengantutan umum 
dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut 
bukan yang berjalan diatas rel seperti kereta api 
Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan 
sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat 
khususnya setelah perang dunia II. Hal ini ditandai dengan tahap 
motorisasi disegala bidang. Kendaraan bermotor sebagai alat 
pengangkutan memegang peranan pentinh dalam menentukan kemajuan 
perekonomian suatu bangsa. Jepang misalnya, Negara tersebut 
merupakan salah satu Negara maju di dunia berkat kemajuan ilmu dan 
tegnologinya termasuk di bidang produsen kendaraan bermotor, selain itu 
kendaraan bermotor di Indonesia  merupakan lambing status sosial 
dimasyarakat. 
Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat 
di Indonesia semakin hari semaki banyak yang memiliki kendaraan 
bermotor, akan tetapi dilain pihak pula ada sebaguan besar golongan 
masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemampuan 
tegnologi ini. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan sosial 
didalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan 
terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian 
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kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap 
harta bedna yang menimbulkan kerugian. 
  
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh 
para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau 
kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar 
kriminologi dan pakar ilmu hukum, berikut ini teori penyebab terjadinya 
kejahatan: 
1. Prespektif Biologis36 
Pada teori prespektif biologis, beberapa ahli memiliki 
pandangan penyabab terjadinya kejahatan, yaitu : Lahir sebagai 
penjahat, tipe fisik dan Eleanor Glueck, disfungsi otak, dan 
faktor genetik. 
a. Lahir sebagai penjahat dikemukakan oleh Lamborso. Ajaran 
inti mengenai teorinya ini awalnya tentang kejahatan adalah 
suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan 
non-criminal. Hingga kemudian dalam perkembangan 
teorinya Lamborso mendapati kenyataan bahwa manusia 
jahat dapat di tandai dari sifat-sifat fisiknya. 
Lamborso mengklasifikasikan kejahatan dalam 4 golongan 
yaitu: 
                                                          
36 A.S Alam, 2010, Pengantar kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar hlm 35 
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1. Born Criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada 
doktrin atavisme diatas 
2. Insane Criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat 
sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak 
mereka yang menganggu kemampuan mereka untuk 
membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah 
kelompok idiot, embisil, dan paranoid 
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus 
sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat 
kambuhan (habitual criminals) 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena 
kehormatan 
b. Tipe fisik, Ernest Kretchmer, William H. Sheldon dan 
Sheldon Glueck dan Eleanor Glueck memberikan beberapa 
ciri fisik seseorang yang menjadi penyebabnya melakukan 
kejahatan 
c. Disungsi otak, di temukan pada mereka yang menggunakan 
kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada 
umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekearasan 
kelihatannya memiliki cacat di dalm otaknya dan 
berhubungan dengan terganggunya self-control 
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d. Faktor Genetik memiliki 4 jenis yaitu: 
1. Twins Studies, pengaruh genetika meningkatkan resiko 
kriminalitas, pada kembar identik apabila pasangannya 
melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga 
melakukan kejahatan sedangkan pada kembar yang 
dihasilkan dari dua telur yang terpisah, keduanya dibuahi 
bersamaan hanya 20%. 
2. Addoption Studies, kriminalitas dari oang tua asli (orang 
tua biologis) memiliki pengaruh besar terhadap anak di 
banding kriminalitas dari orang tua angkat. 
3. The XYY syndrome, saat terjadi abnormalitas genetik dan 
menghasilkan kromosom XYY pada laki-laki. Mereka 
yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, 
secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan. 
2. Perspektif Psikologis37 
Teori Perspektif Psikologis menjelaskan tentang teori 
psikoanalisis, kekacauan mental, pengembangan moral dan 
pembelajaran sosial. 
a. Teori Psikoanalisis, Sigmud Freud (1856-1939), penemu dari 
psychoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin 
hasil dari “anoveractiveconscience” yang menghasilakn 
perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan 
                                                          
37 Ibid, hal 40 
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kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan di hukum. 
Begitu di hukum maka perasaan bersalah mereka akan 
mereda. 
b. Kekacauan Mental (Mental Disoder), penyakit mental ini 
disebut antisocial personality atau psychopathy. Para 
psycopthy tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak 
merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong, 
melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan 
pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.  
c. Pengembangan moral, menurut Bowbly orang yang sudah 
biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidak mampuan 
membentuk ikatan kasih sayang 
d. Pembelajaran sosial, membagi tiga yaitu,: Observation 
learning, Direct Experience, dan Differentis Associaton 
Reinforcement, yang mempelajari tentang bagaimana 
kekerasan itu tumbuh pada anak-anak melalui kekerasan 
dari keluarga, pergaulan dan perlakuan sekitarnya kepada 
dirinya 
3. Perspektif Sosiologis38 
Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis  berusaha 
mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di 
                                                          
38 Ibid hlm, 45 
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dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat di kelompokkan menjadi 
tiga kategori umum yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 
Durkheim memperkenalkan anomie sebagai hancurnya 
keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan 
dan nilai-nilai. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang 
sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis 
(memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung 
melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti 
dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya), memandang 
kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada 
lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai 
kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-
daerah kumuh, berbenturan dengan hukum-hukum 
masyarakat. Tiga teori utama dari Cultural deviance adalah, 
yang pertama Social Disorganization Theory yang 
memfokuskan perkembangan area-area yang angka 
kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-
nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang 
cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi, hal ini dapat 
dilihat pada anak-anak yang di besarkan di daerah 
pedesaan  dengan budaya dan adat yang masih kental 
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kemudian melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang 
penuh dengan kebebasan dan akhinya  memperkenalkan 
mereka dengan narkoba, minuman keras dan seks bebas, 
teori yang kedua adalah Differential Assosiaciaton yang 
merupakan teori Sutherland, merupakan pendekatan individu 
mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, 
karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi 
penjahat. Teori yang ketiga adalah Culture Konflik Teori 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan karena seringnya 
terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang 
satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling 
bertentangan 
3. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory), pengertiannya 
merujuk pada setiap prespektif yang membahas ihwal 
pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 
pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan 
delinquency dan kejahatan yang di kaitkan denganvariabel-
variable yang bersifat sosiologis, antara lain struktur 
keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. 
 
4. Perspektif Lain39 
A. Teori Labeling 
                                                          
39Ibid, hlm. 67 
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Teori labeling adalah memberikan label/cap kepada 
seseorang yang seing melakukan kenakalan atau kejahatan. 
Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari 
reaksi masyarakat. Dan bagaimana labeling mempengaruhi 
seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan 
penyimpangan tingkah lakunya. Teori labeling memiliki dua 
konsep yaitu, primary deviance dan secondary deviance, 
primary deviance ditujukan kepada perbuatan menyimpang 
tingkah laku awal. Sedangkan secondary deviance adalah 
berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman 
seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap 
sebagai penjahat. 
B. Teori Konflik 
Prespektif teori konflik meliputi beberapa variasi sebagai 
berikut : 
1. Teori asosiasi terkoordinir secara inperaktif (keharusan), 
Ralf Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Marxis 
mengenai konflik kelas yang lebih pluralisrik, dimana 
banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, 
dan dominasi. Konsep mengenai “asosiasi terkoordinir” 
dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam 
suatu masyarakat tergantung kepada hubungan 
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bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut 
asosiasi superordinate (subordinate association) 
2. Teori Pluralistik model George Vold, George Vold 
mengemukakan bahwa: “masyarakat itu terdiri dari 
berbagai macam kelompok kepentingan yang harus 
bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu 
unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-
kelompok yang lebih kuat, mampu membuat Negara 
merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan 
mereka”. Banyak tindakan kriminal merupakan tantangan 
olehkelompok bawahan terhadap pengawasan kelompok 
yang lebih dominan. Maka dengan demikian kejahatan 
dapat dikatakan sebagai produk konflik antar kelompok 
yang menyatakan adanya perjuangan politik kelompok-
kelompok. 
3. Teori Austin Turk, Turk adalah seorang tokoh penulis 
perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proporsi 
teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok 
yang lebih kuat” (more powerful groups define criminal 
law) 
C. Teori radikal (kriminologis Kritis) 
Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan 
teori-teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme 
46 
 
sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai 
aliran Neo-Marxis. 
 
F. Upaya Penaggulangan Kejahatan. 
Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat.Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi 
oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara 
sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada 
mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat 
regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang di berikan 
kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya 
hak kemerdekaan mereka yang dilakukan oleh Negara agar menciptakan 
kehidupan yang aman dan tentram secara teori ada beberapa cara dalam 
melakukan upaya penanggulangan kejahatan: 
1. Upaya Pre-Emptif. Yang di maksud dengan upaya Pre-Emptif 
adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisiaan untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik 
sehingga norma-noma tersebut terinternaliasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempaan untuk melakukan 
kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka 
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tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor 
dan niat akan hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Upaya preventif. Preventif adalah upaya pencegahan yang 
dilakukanagar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita 
ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena 
kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan 
masyarakat. Dibandingkan upaya respresif, upaya preventif jauh 
lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya 
tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak 
terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan 
tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi 
tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila 
seseorang melakukan kejahtan akan diancam dengan sanksi 
pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena 
landasan terebut masyarakat merasa takut untuk melakukan 
kejahatan. 
Kemudian juga salah satu faktor terjadinya kejahatan 
karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan 
didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, 
seperti pemerintah dan pemerintahan daerah membuka suatu 
lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang 
menyimpang dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang 
dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi. 
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3. Upaya Respresif. Respresif biasa disebut dengan upaya 
tindakan atau penanggulangan, dalam arti bahwa ketika 
kejahatan itu terlah terjadi upaya-upaya apa yang harus 
dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka 
tidak mengulanginya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan 
seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat 
tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak 
langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah 
tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka 
dibina. 
 
 
 
 
 
49 
 
BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan di dahului dengan suatu penelitian  
awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang 
masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan 
penelitian di Polrestbes kota makassar, dalam kaitannya dengan objek 
penelitian yang berfokus pada tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor di kota Makassar  
 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data 
primer dan data sekunder 
1. Data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak 
kepolisian melalui wawancara langsung dengan 
penyidik/penyidik pembantu pada Polretabes kota Makassar 
yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan 
dengan masalah yang di teliti 
 
 
 
50 
 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu. 
Seperti dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, 
termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 
1. Wawancara langsung dengan pihak kantor kepolisian 
Polrestabes kota Makassar yaitu pihak yang bertanggung 
jawab dan terkait langsung dalam penyidikan pekara tindak 
pidana pencurian, agar diperoleh gambaran mengenai proses 
penyidikan. 
2. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang 
berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang 
juga berkaitan dengan penelitian ini 
 
D. Analisis Data 
Data yang di peroleh baik primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, 
dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya. Kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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Dan hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan 
dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 
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BAB IV HASIL 
 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perkembangan Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di 
Indonesia. Sebagai kota terbesar, Makassar memiliki peningkatan 
moderenisasi yang lebih cepat dari pada kota lainnya, hal inilah yang 
menyebabkan pertumbuhan penduduk di kota Makassar sangat pesat 
mulai dari kelahiran dan urbanisasi. Banyaknya penduduk, pesatnya  
pertumbuhan pembangun, teknologi yang berkembang dan fasilltas 
pendidikan yang dianggap lebih di Indonesia Timur. Hal inilah yang 
menyebabkan semakin banyaknya masyarakat di luar kota Makassar yang 
memilih datang dan berdomisili di kota Makassar dengan banyaknya minat 
pendududuk yang datang dan tinggal atau berdomisili di Kota makassar 
menyebankan tingkat kepadatan penduduk di kota makassar semakin 
tinggi. 
Tingginya tingkat kepadatan penduduk ini merupakan salah satu faktor 
terciptanya berbagai macam peluang, termasuk peluang terjadinya tindak 
kriminalitas. Kota Makassar adalah kota yang memiliki ruang bagi para 
pelaku kejahatab untuk menjalankan segala bentuk perbuatan yang 
melawan hukum. 
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Dari berbagai macam pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di kota 
Makassar, pada penelitian ini penulis memfokuskan terhadap terjadinya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar. Yang 
memang merupakan kejahatan yang kerap kali terjadi 
Penulis mengangkat penelitian tinjauan kriminologis atas tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar karena banyaknya 
pemberitaan tentang maraknya pencurian kendaraan bermotor, semakin 
beraninya pelaku kejahatan melakukan aksinya tidak lagi peduli lagi 
dengan waktu siang atau pun malam ramai ataupun sepi. Bahkan 
pencurian dengan kekerasan (curas) pun sering terjadi dan menimbulkan 
keresahan dalam mayarakat. Hal dibuktikan dengan banyaknya kasus 
yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
 
B. Analisis Data-Data Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota 
Makassar. 
Penulis akan menunjukkan jumlah data kasus pencurian kendaraan 
bermotor yang dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Kota Makassar dan 
yang telah diselesaikan secara keseluruhan dimana jumlah kasus yang 
dilaporkan dan yang telah selesai diwilayah hukum Polrestabes Kota 
Makassar dari tahun 2014-2016,  dapat dilihat pada table dibawah ini: 
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Table 1 Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Makassar 
(Tahun 2014-2016 yang dilaporkan yang selesai) 
No. Tahun Jumlah Laporan Kasus yang selesai 
1. 2014 440 160 
2. 2015 217 119 
3. April 2016 11 8 
Jumlah        668       287 
Sumber Data : Sat. Reskrim Polrestabes Kota Makassar Tahun. 2016 
 Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian kendaraan 
bermotor di kota Makassar yang dilaporkan dan yang telah selesai. 
Selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup jelas, dimana 
terlihat ditahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 50% 
kasus yang di laporkan, penyelesaiaan kasus terbanyak juga terdapat 
pada tahun 2015 dapat kita lihat pada perbandingan antara laporan kasus 
dan penyelesaian kasus pada tahun 2015 yang lebih banyak yang 
diselesaikan. 
Pada tahun 2014  sebanyak 440 kasus yang dilaporkan dan yang 
diselesaikan sebanyak 160 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 217 kasus 
yang dilaporkan dan yang diselesaikan 119 kasus, dan pada tahun 2016 
sampai bulan April sebanyak 11 kasus yang dilaporkan dan yang telah 
diselesaikan 8 kasus. 
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Dalam wawancara dengan Aiptu Resky Yospiah ada beberapa 
kendala yang membuat kasus pencurian kendaraan bermotor di kota 
Makassar yang dilaporkan tidak di terselesaikan diantaranya: 
a) Alat bukti yang mencukupi 
b) Tersangka tidak di ketahui keberadaannya 
c) Perkara masih sementara berjalan 
d) Laporan Palsu 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian 
kota Makassar belum maksimal dalam mensosialisasikan kepada 
masyarakat tentang perundang-undangan yang mengatur, dimana di 
buktikan masih banyaknya laporan palsu. Kepolisian sebagai salah satu 
pihak yang berwenang dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan 
khususnya pencurian kendaraan bermotor yang sangat merugikan harta 
benda masyarakat. 
Tetapi dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana pencurian 
bermotor pihak kepolisian sudah melakukan hal yang maksimal dimana 
telah di buktikan pada data di Tabel I, yaitu menurunnya laporan 
pencurian dari tahun 2014 ke 2015, karena upaya pre-emptif. 
 Dari jumlah kasus pencurian tersebut penulis akan membagi data 
pencurian kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, dari kasus yang 
di laporkan di wilayah hukum Polrestabes kota Makassar pada tahun 
2014-2016, kasus pencurian kendaraan roda dua dapat dilihat dalam tabel 
di bawah ini: 
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Tabel 2 Kasus Pencurian Kendaraan bermotor roda dua di kota Makassar 
(Tahun 2014-2016 yang dilaporkan) 
No Tahun Jumlah Laporan Kasus yang selesai 
1 2014 436 160 
2 2015 215 119 
3 2016 8 8 
Jumlah 659 287 
Sumber Data : Sat. Reskrim Polrestabes Kota Makassar Tahun. 2016 
Tabel diatas menunjukkan jumlah pencurian kendaraan bermotor di 
kota Makassar dengan total laporan sebayak 659 kasus dan yang telah di 
selesaikan sebanyak 287 kasus. 
Selanjutnya kasus pencurian kendaraan bermotor jenis roda empat 
yang di laporkan di wilayah hukum Polrestabes kota Makassar pada tahun 
2014-2016, dapat dilihat dalam table dibawah: 
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Tabel 3 Kasus Pencurian Kendaraan bermotor roda empat di kota 
Makassar 
(Tahun 2014-2016 yang dilaporkan) 
No Tahun Jumlah Laporan Kasus yang selesai 
1 2014 4 - 
2 2015 2 - 
3 2016 2 - 
Jumlah 8 - 
Sumber Data : Sat. Reskrim Polrestabes Kota Makassar Tahun. 2016 
Tabel diatas menunjukkan jumlah kasusyang di laporkan di wilayah 
hukum Polrestabes Kota Makassar sebanyak 8 kasus dan yang telah 
diselesaikan tidak ada dikarenakan sulitnya untuk melacak Pelaku, dalam 
wawancara dengan Aiptu Resky Yospiah, pelaku pencurian kendaraan 
bermotor roda empar biasa orang-orang yang profesional dengan 
pekerjaan pencurian kendaraan bermotor, dan para pelaku setelah 
melakukan pencurian lari ke dearah-daerah yang susah dijangkau. 
Penururan laporan kasus pada tahun 2014 ke tahun 2015 yang 
mencapai hampIr 50% ini karena adanya sanksi tegas yang di berikan 
oleh pihak kepolisian untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang 
melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. 
Dalam wawancara yang dilakukan di Polrestabes Aiptu Resky Yospiah 
mengatakan bahwa apa bila pelaku pencurian yang tertangkap tangan 
biasanya langsung di tembak pada kaki. 
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Dari hasil penyelidikan juga diketahui bahwa pelaku tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor 30% merupakan anak di bawah umur. 
Dimana umur yang masih remaja merupakan masa dimana seseorang 
dapat dengan mudah dipengaruhi dengan keadaan lingkungannya, 
perubahan sosial dan perkembangan masyarakat, sehingga tidak dapat 
mengendalikan diri untuk melakukan suatu kejahatan. 
Manusia sejak kecil hingga lanjut usia jelas mengalami perubahan-
perubahan dan perkembangan. Dari hasil penyidikan usia juga 
mempengaruhi dalam melakukan kejahatan. Menurut ilmu jiwa ada suatu 
keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila hal tersebut 
seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitupun 
sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat 
itulah akan terjadi penyimpangan yang disebebkan keinginan yang tidak 
tercapai. 
Usia sangat mempengaruhi cara berfikir dalam melakukan sesuatu, 
sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukannya terkadang menyimpang 
atau melawan hukum, dengan keinginan memiliki sesuatu tapi belum 
mampu mendapatkannya dengan cara yang lebih baik. Hal ini, 
disebabkan pendapatan ekonomi yang rendah dan desakan pemenuhan 
kebutuhan hidup dengan melakukan suatu keahatan yang salah satunya 
adalah melakukan pencurian kendaraan bermotor. 
Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan 
pihak kepolisian, dimana kebanyakan pelaku pencurian khususnya 
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pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes kota 
Makassar yang memiliki pendapatan ekonomi yang rendah dan tidak 
cukup untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Bahkan faktor lainnya yang 
mempengaruhi pencurian kendaraan bermotor adalah karena niat ntuk 
memiliki barang tersebut atau menjual kembali hasil pencurian untuk 
membeli narkoba. 
 
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kota Makassar 
Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia 
memiliki sebab akibat. Begitu pula dengan kejahatan dimana tiap 
kejahatan memiliki motif atau alasan mengapa kejahatan itu dilakukan, 
dan tiap motif atau alasan terjadinya kejahatan itu berbeda-beda, 
tergantung kepentingan dari yang melakukan kejahatan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pencurian 
kendaraan bermotor di wilayah hukum kota Makassar tidak sedikit. 
Disebabkan karena beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan 
pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor. 
Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor : 
1. Faktor Gaya Hidup (Life Style) 
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Berdasarkan wawancara dengan Aiptu Resky Yospiah “sebagian 
besar yang melakukan pencurian, karena ingin memiliki suatu barang, 
ingin bergaya dan juga ingin menggunakan narkoba” 
Gaya hidup merupakan faktor yang paling mendominasi seseorang 
melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum 
kota Makassar. Sebagai salah satu hal yang sangat unik dan menarik, ada 
beberapa budaya gaya hidup yang akhirnya menjadi motivasi pelaku 
kejahatan untuk melakukan curanmor demi terus mempertahankan gaya 
hidup yang dianutnya. Berikut beberapa sub faktor (faktor x) yang menjadi 
motif dari pelaku kejahatan curan mor yang berkaitan dengan gaya hidup 
a. Budaya Konsumtif, kota Makassar terkenal budaya konsumtif yang 
cukup besar. Makin di perparah dengan faktor Makassar 
merupakan gerbang Indonesia timur, secara tidak langsung mulai 
dari teknologi sampai ke fashion kota Makassar merupakan target 
pemasaran yang pas. Keinginan untuk memperbaharui kebutuhan 
akan teknologi terbaru dan mengikuti tren fashion. 
b. Berfoya-foya, dengan budaya konsumtif, ditambah dengan 
pergaulan yang tidak benar, maka seringkali membawa pelaku 
termotivasi tanpa berpikir untuk dapat melaksanakan cara mudah 
mendapatkan uang demi membiayai hidup berfoya-foyanya, yang 
menarik kebanyakan pelaku curanmor mengaku mempergunakan 
uang hasil kejahatannya untuk membeli minuman keras hingga 
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untuk membeli obat-obatan terlangan untuk digunakan bersama 
maupun digunakan sendiri. 
c. Budaya Pacaran dan Arogansi, tak sedikit pula pelaku kejahatan 
yang mengaku mencuri motor hanya sekedar untuk mengambil 
perhatian dari pujaan hatinya, memberikan impresi pada lawan 
jenis, sehingga terlihat kaya. 
Faktor gaya hidup merupakan faktor yang paling mendominasi terjadinya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini juga menepis 
pendangan sebagian teori kriminologi bahwa kesenjangan ekonomi 
adalah yang paling memegang peranan penting dalam potensi terjadinya 
kejahatan. Melalui hasil penelitian ini dapat di tegaskan bahwa semua 
tergantung dari lokasi atau tempat kejahatan.  
2. Faktor Lingkungan 
Berdasarkan wawancara dengan pelaku Ardi (15 tahun, tidak 
bekerja) “teman-teman saya mencuri motor kemudian saya diajak, saya 
akhinya ikut karena kalau saya tidak ikut saya di katai cemen” 
Manusia sebagai mahkluk individu, tidak akan terlepas dari 
pengaruh lingkungan tempat ia hidup bermasyarakat. Manusia akan 
selalu berproses dalam lingkungannya, baik itu dalam keluarga maupun 
masyarakat. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan pergaulan yang 
buruk merusak  kebiasaan yang baik. Kalimat ini rasanya bisa di 
sandingkan dengan fakta bahwa faktor pergaulan atau lingkungan 
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menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan khususnya 
pencurian kendaraan bermotor. Faktor pergaulan atau lingkungan adalah 
faktor yang sifatnya sistematik. Pergaulan atau lingkungan dimana kita 
berada seringkali memaksa kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan 
Keadaan pergaulan tersebut. Sehingga terkadang meskipun bekal moral 
atau pendidikan yang baik yang dimiliki akhirnya harus kalah dengan 
berbagai pengaruh buruk yang di timbulkan oleh pergaulan atau 
lingkungan 
 Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Sutherland 
berpendapat bahwa kejahatan itu bersumber dari masyarakat. 
Masyarakatlah yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan 
dan masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya walaupun secara 
tidak langsung. Sifat-sifat jahat itu bukanlah  pewarisan tetapi di pelajari 
dalam pergaulan masyarakat. 
 Berada dalam lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang dalam melakukan perbuatan jahat, termasuk 
pencurian, misalnya bergaul dengan teman atau tetangga yang 
pekerjaannya memng pencuri, maka cepat atau lambat akan 
mempengaruhi orang tersebut untuk ikut melakukan pencurian yang 
dilakukan dimana orang tersebut tinggal. 
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3. Faktor Ekonomi 
Keadaan ekonomi juga merupakan faktor seseorang melakukan 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kebutuhan manusia yang 
banyak  beraneka ragam, terus bertambah dan tidak ada habisnya. 
Kota Makassar yang semakin berkembang, membuat lapangan 
pekerjaan menjadi semakin terbatas, padahal masyarakat memiliki 
kebutuhan yang musti dipenuhi, kebutuhan sandang, papan dan pangan. 
Pemenuhan kebutuhan sehari-hari inilah yang membutuhkan biaya. 
Namun yang menjadi masalah ketika, kebutuhan ekonomi tidak seimbang 
dengan penghasilan yan didaptkan dari hasil kerja, hal ini yang membuat 
seseorang biasanya seseorang menjadikan alasan untuk melakukan 
pencurian. 
Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari 
kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta benda, belum lagi 
dipengaruhi harga jual kendaraan bermotor yang bernilai tinggi, 
pemasaran yang mudah, dapat dijual secara utuh maupun dipreteli. 
 
4. Faktor Pendidikan 
Pendididkan yang baik dapat mencegah tingkah laku seseorang 
untuk berbuat kejahatan, karena degan pendididkan dapat mempengaruhi 
tiap tindakan seseorang dan cenderung berfikir dengan kerangka berfikir 
yang lebih baik dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. 
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Lain halnya dengan orang yang memiliki pendidikan yang tidak baik 
atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan 
kadang berfikiran sempit. selain itu seseorang yang memiliki pendidikan 
yang rendah lebih sempit. Selain itu seseorang yang memiliki pendididkan 
yang rendah lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan 
dengan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Maka untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya terpaksa melakukan apa saja tanpa peduli 
apakah yang dikerjakannya baik atau tidak melanggar hukum atau tidak. 
Dari hasil penelitian penlis, para pelaku pencurian kendaraan 
bermotor di wilayah hukum kota Makassar, masih banyak pelaku 
pencurian yang berlatar belakang pendidikan yang rendah, hanya taman 
Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada 
yang tidak pernah mengenyam pendididkan dibangku sekolah. Cara 
berfikir mereka yang masih sempit dan menjadikan mereka cenderung 
tidak memperdulikan perbuatan yang dilakukannya ketika mereka berada 
dalam Keadaan mendesak demi keberlangsungan hidupnya. 
 
5. Fakor Lemahnya Penegakan Hukum 
Berdasarkan hasil  wawancara dengan Aiptu Resky Yospiah “ 
dilapangan biasanya kami menemukan pelaku yang sudah sering keluar 
masuk penjara karena ringannya vonis yang dijatuhkan hakim jadi 
seringkali dia mungulang melakukan pencurian kendaraan bermotor” 
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Penegak hukum merupakan faktor penting terjadinya tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor, karena polisi merupakan ujung tombak 
dalam upaya penanggulangan curanmor tersebut. Yang mana dalam 
pelaksanaan tugas menghadapi kasus-kasus curanmor tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan 
tugas, khususnya dalam menangani dan mengungkapkan kasus-kasus 
curanmor, antara lain tidak adanya dana/anggaran untuk mengejar pelaku 
sampai ke daerah/tempat pelariannya, terhapusnya nomer mesin dan 
nomor rangka curian dan sebagainya. Aparat kepolisian terkesan lemah 
dalam mengungkapkan kasus curanmor seperti dibuktikan dengan 
banyaknya laporan kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum 
terungkap hingga sekarang. Ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah 
aparat yang melaksanakan tugas disbanding dengan jumlah masyarakat 
yang harus dilayani. 
Selain itu pula, banyak pelaku kejahatan curanmor yang divonis 
ringan oleh pengadilan padahal sudah terbukti berslah bahkan tak jarang 
pelaku telah melakukannya berkali-kali. Tentu hal ini menjadi kesempatan 
bagi pelaku untuk terus melakukan profesinya karena tidak menimbulkan 
efek jera. 
  
6. Faktor adanya Kesempatan (kelalaian korban) 
Berdasarkan wawancara dengan pelaku Edi (23 tahun , tidak 
bekerja) “saya lihat ada motor terpakir di depan rumah korban dan kunci 
66 
 
masih tergantung dimotor, kemudian sekitar rumah korban sepi jadi 
karena ada kesempatan saya akhirnya mencuri motornya, dan saya juga 
butuh uang” 
Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, faktor 
kelalaian koraban menjadi salah satu faktor yang juga menentukan 
terjadinya tindak pidana pencurian. Dimana korban yang lalai dalam 
melindungi kendaraannya, lupa mengambil kunci atau lupa mengunci 
kendaraan saat memarkir, juga memarkir kendaraan di tempat yang sepi 
dan rawan terjadi pencurian. 
Seperti slogan yang kerap kita dengar bahwa kejahatan terjadi 
bukan hanya karena niat pelakunya namun juga karena ada kesempatan. 
Waspadalah! Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat untuk 
mengingatkan untuk tetap waspada tetapi karena telah banyak kejadian 
yang beraibat dari kelalaian korban sendiri. Kalimat ini begitu betapa 
peran korban sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan khususnya 
tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum kota 
Makassar. Kota Makassar yang di kenal sebagai gerbang Indonesia Timur 
yang dimana kegiatan sehari-hari sangat padat, dan ketelitian terhadap 
keamanan kadang disepelekan. 
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4. Upaya-Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi 
Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum 
Kota Makassar 
Dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 
wilayah hukum kota Makassar, Penegak hukum memiliki upaya-upaya 
untuk menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di 
wilayah hukum kota Makassar. Tentunya upaya-upaya tersebut 
membutuhkan dukungan dari setiap komponen pengamanan masyarakat 
beseta masyarakat itu sendiri. Pihak kepolisian sangatlah berperan dalam 
menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, dimana 
sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu 
Resky Yospiah upaya yang dilakukan penegak hukum meliputi upaya 
pre-emtif, preventif, respresif. 
1. Upaya Pre-emtif 
Upaya Pre-emtif yaitu upaya yang dilakukan leh aparat penegak 
hukum sebelum timbulnya gajala kriminal dengan tujuan mencegah 
munculnya tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya 
paksa petugas seperti halnya dengan : 
a. Mengadakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat 
mengenai lokasi yang dianggap sebagai tempat yang rawan 
terjadinya kriminal, serta mengadakan kegiatan penyuluhan 
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kantibnas di kantor kelurahan mengenai daerah yang 
dianngap rawan kejahatan. 
b. Menganjurkan kepada setiap pemilik tempat parkir baik di 
tempat karamaian, sekolah/kampus maupun pusat 
perbelanjaan lainnya untuk menyediakan sarana parker yang 
memadai dan didukung oleh petugas parker atau satpam 
yang bertanggung jawab atas parkiran, bila perlu di lengkapi 
dengan kamera CCTV 
c. Memberikan bimbingan dan arahan kepada satpam atau 
petugas parkir tentang cara yang dilakukan apabila 
menemukan kegiatan curanmor di tempat parkirnya, serta 
memberikan teknik cara pengamatan dan pengintaian 
terhadap orang yang mencuriagakan. 
 
2. Preventif 
Upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan oleh petugas untuk 
mencegah terjadinya kriminal, seperti dengan: 
a. Melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah yang dianggap 
rawan terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor sambil 
memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui 
petugas terutama pada malam hari, agar tidak memarkir 
kendaraannya di tempat yang tidak dapat diawasi. 
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b. Melaksanakan pemeriksaan rutin di jalan mengenai 
kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor untuk 
mencegah dan menjaring para pelaku pencurian kendaraan 
bermotor, dan kendaraan bermotor yang sedang beroperasi 
c. Pembentukan babinkantibnas pada setiap polsek-polsek 
untuk mengakomodir daerah-daerah rawan gangguan 
kamtibnas. 
3. Respresif 
Upaya respresif adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas 
setelah terjadinya suatu tindakan kriminal, meliputi: 
a. Melakukan penyitaan terhadap setiap kendaraan bermotor 
hasil curian dan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan 
surat-surat identitas yang sah sempat terjaring dala kegiatan 
operasi 
b. Mengupayakan mencari dan menangkap pelaku pencuri 
kendaraan bermotor terutama yang menjadi target opesai 
atau residivis 
c. Berusaha mengungkap jaringan sindikat pelaku pencuri 
sampai dengan penadah kendaraan 
d. Menempatkan personil kepolisian dan masyarakat tertentu 
yang dipercayakan oleh pihak kepolisian sebagai peluncur 
atau intel dalam mencari dan mengintai para pelaku 
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pencurian kendaraan bermotor yang belum tertangkap dan 
masih dalam tahap pengembangan penyidikan di kepolisian 
e. Menembak kaki pelaku pencurian kendaraan bermotor yang 
tertangkap tangan dan berusaha kabur dari pengejaran. 
Semua hal. Uapaya represif diatas telah dilakukan oleh 
pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana 
pencurian kendraan bermotor, namun pencapaian belum 
optimal mengingat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan, maka penulis dapat 
menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut : 
1. Meskipun frekuensi kasus tindak pidana pencurian kendaraan 
bermotor di kota Makassar dari tahun 2014 sampai pada tahun 2016 
terbilang menurun tetapi tetap saja laporan kasus yang masuk ke 
Polrestabes kota Makassar tetap tinggi. Pelaku pencurian kendaraan 
bermotor melakukan aksinya dengan berbagai macam teknik dan cara 
serta dilatar belakangi oleh berbagai motif.  Pelaku pencurian pun kini 
tidak hanya sendiri-sendiri melainkan secara berkelompok dan teroganisir 
dan modern, sehinnga para pelakunya dengan mudah melaksanakan aksi 
kejahatannya. Terjadinya kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa 
faktor diantaranya: 
a. Faktor Lingungan Hidup 
b. Faktor Lingkungan 
c. Faktor Ekonomi 
d. Faktor Pendidikan 
e. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
f. Faktor Kesempatan (Kelalaian Korban) 
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2. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya 
penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kota 
Makassar meskipun telah dilaksanakan namun belum optimal. Namun 
aparat penegak hukum tidak pantang menyerah. Berbagai upaya yaitu 
melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif tetap terus 
dilaksanakan dan berusaha terus ditingkaykan kualitasnya. Karena 
dari segi pencapaiannya masih perlu ditingkatkan mengingat masih 
banyaknya laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di kota 
Makassar yang belum terungkap dan pelaku yang belum tertangkap. 
B. Saran 
Dari penelitian diatas, penulis memberikan saran yang kiranya 
dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya 
menanggulangi atau meminimaliir kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor di Kota Makassar 
1. Pemerintah dan aparat penegak hukum bekerjasama dengan tokoh-
tokoh agama melakukan program sosialisasi dan pembinaan 
karakter dengan substansi yang memuat tentang kiat-kiat 
mengahadpi perkembangan budaya atau kebiasaan-kebiasaan 
yang tidak sesuai dengan moral dan norma agama, termasuk 
didalamnya pergaulan yang tidak baik, minuman keras, naskoba, 
prostitusi dan lain sebgainya dalam menyelipkan pengetahuan  
hukum didalamnya. 
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2. Perlunya penanganan yang lebih serius dari pihak aparat dalam 
penanganan kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 
upaya-upaya yang maksimal untuk mengungkap jaringan sindikat 
pelaku pencurian kendaraan bermotor, termasuk penadah dengan 
membentuk dan menambah personil dan unit-unit khusus 
pencurian kendaraan bermotor 
3. Menambah reklame atau instrument informasi di wilayah atau 
tempat rawan pencurian kendaraan bermotor yang mengandung 
pasan agar masyarakat lebih waspada dan tidak lupa memberikan 
pengamanan pada kendaraan mereka. 
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